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PENETAPAN

Nomor 25/Pdt.G/2024/PA.TDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanjung Pandan yang memeriksa dan mengadili  perkara

tertentu  pada  tingkat  pertama  dalam  persidangan  menjatuhkan  putusan

sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT,  umur  27  tahun,  agama  Islam,  pendidikan  S1,

pekerjaan  xxxxxxxx  xxxxx  xxxxxx,  tempat

kediaman di  xxxxx  xxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxx,

Rt.010  Rw.005 Kecamatan  Manggar,  Kabupaten

Belitung Timur,  dalam hal  ini  memberikan kuasa

kepada  Cahya  Wiguna,  S.H.,  M.H.

advokat/penasehat  hukum  pada  pada  Kantor

CAHYA WIGUNA LAW FIRM yang beralamat  di

Jalan  Raya  Manggar-Gantung  Dusun  Padang  1

Rt. 005 Rw. 003 Desa Padang xxxxxxxxx xxxxxxx,

Kabupaten Belitung Timur, domisili elektronik pada

cahyawiguna501@gmail.com,  berdasarkan  Surat

Kuasa  Khusus  Nomor  03/SKH/I/2024/PA.TDN

Tanggal 03 Januari 2024, sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, umur  27  tahun,  agama  Islam,  pendidikan  SLTA,

pekerjaan Karyawan Honorer, tempat kediaman di

KABUPATEN  BELITUNG  TIMUR;,  sebagai

Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;
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DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat Gugatannya tertanggal 04 Januari 2024

yang  terdaftar  secara  e-court di  Kepaniteraan  Pengadilan  Agama  Tanjung

Pandan pada  hari  itu  juga  dengan  register  perkara  Nomor

25/Pdt.G/2024/PA.TDN hari itu juga, telah mengemukakan hal-hal yang pada

pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa,  pada  Hari  Jum'at  tanggal  27  Maret  2020  telah

dilangsungkan  perkawinan  antara  penggugat  dan  tergugat  yang

dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama

Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA)

xxxxxxxxx  xxxxxxx,  Kabupaten  Belitung  Timur,  Provinsi  Kep.  Bangka

Belitung dengan kutipan akta nikah Nomor: 0051/ 005 / III / 2020 tanggal 27

Maret 2020; 

2. Bahwa  perkawinan  antara  penggugat  dan  tergugat

dilangsungkan  berdasarkan  kehendak kedua belah  pihak dengan  tujuan

membentuk  keluarga  sakinah,  mawaddah,  warahmah yang  diridhoi  oleh

Allah SWT; 

3. Bahwa  setelah  pernikahan  tersebut  Penggugat  dengan

Tergugat  terakhir  tinggal  bersama,  di  rumah  kediaman  bersama  yang

beralamat di RT/010 RW/005 Dsn. Cemara II Desa Kurnia Jaya, xxxxxxxxx

xxxxxxx, Kabupaten Belitung Timur, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung; 

4. Bahwa  selama  pernikahan  tersebut  Penggugat  dengan

Tergugat  telah  bergaul  sebagaimana  layaknya  suami  dan  mendapatkan

satu orang anak; Ahmad Al Fatih, Jenis Kelamin Laki-laki, Lahir di Belitung

Timur,  04 Januari  2021, Umur 2 Tahun 10 Bulan Saat ini  anak tersebut

dalam asuhan Penggugat; 

5. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat

berjalan  rukun dan harmonis namun sejak  bulan  Mei  Tahun 2022 mulai

terjadi  perselisihan  dan  pertengkaran  yang  disebabkan: Tergugat  sering

berkata  kasar  dan  membentak  penggugat;  Dalam
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pertengkaran/perselisihan  orang  tua  Tergugat  turut  mencampuri  urusan

rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat; 

6. Bahwa  puncak  perselisihan  antara  Penggugat  dan

Tergugat  terjadi  pada  tanggal  04  Juni  2023  yang  disebabkan  awalnya

Penggugat  menasehati  tergugat  supaya  merubah  sifatnya  untuk  tidak

berkata kasar maupun membentak penggugat, namun tergugat tidak terima

di  nasehati  oleh  Penggugat,  yang  akhirnya  pada  perselisihan  dan

pertengkaran  tersebut  Tergugat  pergi  meninggalkan  rumah  kediaman

bersama  dan  kembali  ke  rumah  orang  tua  Tergugat,  dan  sudah  tidak

melakukan hubungan badan sebagaimana layaknya suami istri; 

7. Bahwa  pihak  keluarga  sudah  berusaha  untuk

mendamaikan Penggugat dan Tergugat untuk hidup rukun layaknya suami

istri tetapi tidak berhasil; 

8. Bahwa  dengan  sebab-sebab  tersebut  diatas,  maka

Penggugat merasa Rumah Tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak

bisa  dipertahankan  lagi,  kerena  perselisihan  dan  pertengkaran  yang

berkepanjangan  dan  sulit  diatasi  tidak  dapat  diharapkan  lagi,  maka

Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat; 

9. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang

timbul akibat perkara ini. 

Bahwa berdasarkan  alasan-alasan  tersebut  di  atas,  maka  Penggugat

mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tanjung Pandan melalui Hakim

yang  memeriksa  perkara  ini,  mohon  kiranya  untuk  berkenan  menerima,

memeriksa, mengadili serta memutuskan sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat; 

2. Menjatuhkan  talak  satu  bai'n  shugro Tergugat  terhadap

Penggugat; 

3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan hukum yang

berlaku; 
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SUBSIDAIR

Atau Apabila Pengadilan Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon putusan

yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada persidangan yang telah ditentukan Penggugat telah datang

didampingi kuasanya di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak

pula mengutus orang lain sebagai wakil  atau kuasanya yang sah, meskipun

Tergugat  telah  dipanggil  secara  resmi  dan  patut,  sehingga  ketidakhadiran

Tergugat bukan oleh susatu alasan yang sah;

Bahwa Penggugat  telah  mengajukan  permohonan pencabutan  secara

lisan perkara Nomor 25/Pdt.G/2024/PA.TDN hari itu juga dengan alasan antara

Penggugat dengan Tergugat telah rukun kembali membina rumah tangga;

Bahwa  Penggugat  mengajukan  kesimpulan  secara  lisan  bahwa

Penggugat mencabut perkaranya dan mohon penetapan;

Bahwa  untuk  meringkas  isi  putusan  ini,  maka  segala  sesuatu  yang

tercantum dalam berita acara sidang merupakan kesatuan yang tak terpisahkan

dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang,  bahwa  maksud  dan  tujuan  Gugatan  Penggugat

sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa yang memeriksa dan mengadili perkara a quo adalah

Hakim,  hal  tersebut  berdasarkan  surat  Ketua  Mahkamah  Agung  Republik

Indonesia, nomor 60/KMA/HK.05/4/2020, tanggal 06 April 2020 Pengadilan Agama

Tanjungpandan telah diberikan ijin untuk bersidang dengan Hakim Tunggal, maka

perkara ini diperiksa dan diadili oleh Hakim Tunggal;

Menimbang, bahwa perkara ini diajukan secara ecourt dan telah sesuai

dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2019 tentang Administrasi

Perkara di  Pengadilan Secara Elektronik juncto Peraturan Mahkamah Agung
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Republik Indonesia nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan

Mahkamah  Agung  Nomor  1  Tahun  2019  Tentang  Administrasi  Perkara  Dan

Persidangan Di  Pengadilan  Secara  Elektronik.  juncto Keputusan Mahkamah

Agung  129/KMA/SK/VIII/2019  tentang  entang  Petunjuk  Teknis  Administrasi

Perkara dan Persidangan di  Pengadilan Secara Elektronik juncto Keputusan

Ketua  Mahkamah  Agung  RI  Nomor  271/KMA/SK/XII/2019  Tentang  Petunjuk

Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Tingkat Banding,

Kasasi dan Peninjauan Kembali Secara Elektronik;

Menimbang,  bahwa  dalam  hal  ini  Penggugat  memberikan  kuasa

sebagaimana  yang  tertera  dalam  Surat  Kuasa  Khusus  Nomor

03/SKH/I/2024/PA.TDN dan majelis sudah memeriksa berkas beracara kuasa

tersebut dan telah memenuhi ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung nomor

6  tahun  1994  tentang  surat  kuasa  khusus,  oleh  karena  itu  Kuasa  Hukum

Penggugat tersebut dapat bertindak sebagai pihak formil dalam perkara ini;

Menimbang,  bahwa  Penggugat  mendalilkan  telah  melangsungkan

perkawinan  secara  hukum  Islam  dan  tercatat  di  KUA Manggar  Kabupaten

Belitung Timur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alasan perselisihan

dan  pertengkaran  secara  terus-menerus  dan  tidak  mungkin  lagi  untuk

dirukunkan, sebagaimana maksud termuat dalam Pasal 19 Huruf (f) Nomor 9

Tahun  1975  tentang  Pelaksanaan  Undang-undang  Nomor  1  Tahun  1974

tentang  Perkawinan  jo. Pasal  116  Huruf  (f)  Kompilasi  Hukum  Islam,  maka

Penggugat memiliki kedudukan hukum (legitima persona standi in judicio) untuk

mengajukan Gugatan perceraian terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Penggugat telah menyatakan

bahwa  antara  Penggugat  dan  Tergugat  telah  rukun  kembali  sebagaimana

layaknya suami isteri dan Penggugat mengajukan permohonan untuk mencabut

gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa alasan pencabutan gugatan Penggugat tidaklah hal

yang  bertentangan  dengan  undang-undang,  moral  dan  prinsip  umum

masyarakat beradab, sehingga patut untuk dipertimbangkan lebih lanjut;
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Menimbang,  bahwa  permohonan  pencabutan  gugatan  Penggugat

dilakukan  sebelum  pembacaan  gugatan  Penggugat,  yang  mana  ketentuan

Pasal  271  Rv.  menghendaki  pencabutan  yang  dilakukan  sebelum  tahap

jawaban Tergugat, tidak perlu persetujuan pihak lawan dalam hal ini Tergugat

terhadap  pencabutan  oleh  Penggugat,  maka  in  casu tidak  diperlukan

persetujuan pencabutan dari Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di  atas, maka

pencabutan  perkara  Nomor  25/Pdt.G/2024/PA.TDN  hari  itu  juga,  dapat

dikabulkan;

Menimbang, bahwa Hakim telah mengabulkan permohonan pencabutan

perkara  Penggugat,  namun  Hakim  memandang  perlu  untuk  menyatakan

terhadap pemeriksaan perkara a quo telah selesai karena dicabut;

Menimbang,  bahwa  oleh  karena  perkara  ini  mengenai  pencabutan

perkara  sehingga  guna  tertib  administrasi  perkara,  Hakim  menilai  Panitera

Pengadilan Agama Tanjung Pandan perlu mencatatkan pencabutan perkara ini

dalam buku register yang disediakan untuk itu;

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  Pasal  89  Ayat  (1)  Undang-undang

Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah

dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan

Undang-undang  Nomor  50  Tahun  2009,  oleh  karena  perkara  ini  mengenai

sengketa perkawinan, Penggugat dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Mengingat ketentuan hukum syara' serta peraturan perundangan berlaku

yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan  permohonan  Pemohon untuk  mencabut  perkara

Nomor 25/Pdt.G/2024/PA.TDN

2. Memerintahkan  Panitera  Pengadilan  Agama  Tanjungpandan

untuk mencatat pencabutan tersebut dalam register perkara;

3. Membebankan  kepada Penggugat  untuk  membayar  biaya

perkara  sejumlah  Rp.191.000,00  (seratus  sembilan puluh  satu ribu

rupiah); 
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Demikian diputuskan dalam pertimbangan Hakim Tunggal Pengadilan

Agama  Tanjungpandan  pada  hari  Selasa  tanggal  23  Januari  2024  Masehi

bertepatan  dengan  tanggal  11  Rajab  1445  Hijriah,  oleh  kami  ANUGRAH

HAJRIANTO, S.H.I. sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan pada

hari  itu  juga  dalam  sidang  terbuka  untuk  umum  oleh  Hakim  tersebut  dan

didampingi  oleh  FERI  IRAWAN, S.H.I. sebagai  Panitera Pengganti,  dengan

dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Tunggal

ANUGRAH HAJRIANTO, S.H.I.

Panitera Pengganti

FERI IRAWAN, S.H.I.

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,00

2. Biaya Proses : Rp. 85.000,00

3. Biaya Panggilan : Rp. 36.000,00

4. PNBP Panggilan : Rp 20.000,00

4. Biaya Meterai : Rp. 10.000,00

5. Biaya Redaksi : Rp. 10.000,00

Jumlah : Rp. 191.000,00

(seratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Hlm. 7 dari 7 hlm. Putusan No. 25/Pdt.G/2024/PA.TDN
 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 7


